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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 

Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan 

Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir; 

 

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 
Tahun 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Daerah 
Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota 
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Metro Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 
5 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 

Tahun 2024. 
 

Catatan : -  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2024 berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c.   Neraca; 
d. Laporan Operasional;  
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g.   Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  


